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Sitif’ terkait kewenangan Komisi Pemberantasan

]

pencgakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakuk angge
untuk mengetahui dan menganalisis arah pembaharuan hukum kewenang
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tine ik pidar
vang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang. Metode venel
digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pe nd
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan ko

serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam p nelitian
dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua
peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang re|
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan hukum positif terkait
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bahwa ketentuan hukum
bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI sebagaimana yang telah diatur
di dalam Undang-Undang Peradilan militer akan diadili pada peradilan militer, hal
ini didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer yang menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan Militer
harus diadili di peradilan militer. Akan tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan
INI peradilan militer masih belum mempunyai hukum spesifik tentang tindak
pidana korupsi, maka peradilan militer tetap akan memakai dasar dari Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
mengadilinya; 2) arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pembm
Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
anggota militer di masa mendatang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
kewenanganya sangat berhak untuk menangani kasus tindak pidana korupsi ya g
dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan T
peradilan umum, hal ini didasarkan kepada Pasal 42 Undang-Undang Nomor |
Tahun 2019 yeng telah menentukan bahwa Komisi Pemheranhs‘m
berwenang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan in

korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang nmduk

militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung dengan adanys

(2) Undanglindang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tenm

yang menentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan

‘hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan
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